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KATA PENGANTAR 
 

  Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya 

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

           Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,  Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 

tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Gubernur selaku 

pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah 

dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan 

menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. 

Disamping itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat 

sebagai salah satu SKPD yang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan 

keuangan  yang baik dan berkualitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai kewajiban untuk 

menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual . 

              Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual ini terdiri dari (a) Laporan 

Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan 

EKuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, telah berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2014 yang telah diubah 

menjadi Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2015. Informasi yang disajikan di 

dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 



ii 
 

yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak 

yang berkepentingan. 

                Padang, 31 Desember 2024 
                                

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan 
Statistik Provinsi Sumatera Barat 

 
 
 
 

Ir. SITI AISYAH, M.Si 
Pembina Utama Madya / IV.d 

NIP. 19670928 199203 2 002 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
 

  
  Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi 

Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan 

Operasional , (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan  (e) Catatan atas 

Laporan Keuangan Tahun 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung 

jawab kami. 

  Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi 

pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan 

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

 
        Padang, 31 Desember 2024 
                                

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan 
Statistik Provinsi Sumatera Barat 

 
 
 
 

Ir. SITI AISYAH, M.Si 
Pembina Utama Madya / IV.d 

NIP. 19670928 199203 2 002 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DAFTAR ISI 

                     Halaman 
KATA PENGANTAR  ................................................................................................... i 
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  ............................................................................... iii 
DAFTAR ISI ......................................................................................... ...................   iv 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 
LAPORAN  OPERASIONAL  (LO) 
NERACA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
BAB I PENDAHULUAN 
 1.1 Informasi Umum  ..................................................................................  1 
 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ............................  1 
 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  ...............................  3 
 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan  ........................  4 
 
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 
 2.1 Ekonomi Makro  ...................................................................................  6 
 2.2 Kebijakan Keuangan  ............................................................................  6 
 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD  ...........................................  7 
 
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  ........................  10 
 
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah  ..................  18 
 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  ........  18 
 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  .....  20 
 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang 
       Ada Dalam Stándar Akuntansi Pemerintah  ...........................................  26 
 
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  ......................................  18 
 5.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca  ................................................................  22 
 5.3 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)  ...................................  36 
 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  ........................................  40 
 
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD 
 6.1 Fungsi SKPD  ........................................................................................  43 
 6.2 Sumber Daya Manusia  .........................................................................  52 
 6.3 Sarana dan Prasarana  ..........................................................................  54 
 
BAB VII PENUTUP 
LAMPIRAN - LAMPIRAN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 
 



v 
 

 

 
 
  Lampiran  1 Daftar Realisasi SP2D,SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2024 
Lampiran  2 Daftar Rekapitulasi Pendapatan LRA SKPD Tahun 2024 
Lampiran  3 LRA, LO, Neraca dan LPE SKPD Tahun 2024 dari Apllikasi SIPD 
Lampiran  4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2024 

  Lampiran  5 Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2024 (Contra Post Belanja) 
berdasarkan GU, TU, LS 

Lampiran  6 Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2024 (Contra Post Belanja) berdasarkan 
Jenis Belanja  

Lampiran  7 Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya 31 Desember 2024 
Lampiran  8 Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2024 

  Lampiran  9 Daftar Piutang lain-lain PAD yang sah dan Penyisihan nya per 31 Desember 
2024 

  Lampiran 10 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 (Tidak 
termasuk sewa rumah dinas) 

Lampiran  11 Daftar Beban bayar dimuka per 31 Desember 2024 
Lampiran  12 Daftar Penerimaan dan Penyetoran pajak Tahun 2024 
Lampiran  13 Daftar Hutang Belanja  Per 31 Desember 2024 

  Lampiran  14 Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Rumah 
Dinas Tahun 2024 

Lampiran  15 Daftar Investasi Non Permanen ( Dana Bergulir ) beserta Penyisihan Piutang 
Dana Bergulir per 31 Desember 2024 

Lampiran  16 Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024 
Lampiran  17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 

Desember 2024 
  Lampiran  18 Daftar Aset lainnya Per 31 Desember 2024 beserta Akumulasi Penyusutan 

dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 
Lampiran  19 Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Per 31 Desember  

2024 
Lampiran  20 Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 
Lampiran  21 Daftar Belanja Modal Tahun 2024 

  Lampiran  22 Daftar Belanja Modal yang Tidak dikapitalisir Tahun 2024 
Lampiran  23 Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2024 
Lampiran  24 Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2024 
Lampiran  25 Register SP2D SKPD Tahun 2024 

 Lampiran  27 Penjelasan Perbedaan LRA dan LO 
 Lampiran  28 Jurnal Penyesuaian Tahun 2024 
 Lampiran  29 Lampiran Lainnya 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I.   LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 

 

 

 

 

 
 



Anggaran 2024
Rp. Rp %

1 2 3 4 5 6 7

4. PENDAPATAN
4.1. PENDAPATAN DAERAH
4.1.1. Pajak Daerah -                                     
4.1.2. Retribusi Daerah -                                     
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -                                     
4.1.4. Lain-lain PAD yang Sah -                                     

-                                     
5. BELANJA
5.1. BELANJA OPERASI
5.1.01. Belanja Pegawai 9.612.381.550,00      8.193.717.021,00      85,24 6.862.069.330,00         
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 20.043.336.264,00    18.050.380.963,00    90,06 20.047.909.795,00       
5.1.05. Belanja Hibah 4.000.000.000,00      3.980.104.631,00      99,50 2.970.891.957,00         

33.655.717.814,00    30.224.202.615,00    89,80 29.880.871.082,00       
5.2. BELANJA MODAL
5.2.01. Belanja Tanah -                                     
5.2.02. Belanja Peralatan dan Mesin 2.705.027.194,00      1.037.459.196,00      38,35 7.980.350.000,00         
5.2.03. Belanja Gedung dan Bangunan 149.014.000,00         -                                 149.014.000,00             
5.2.04. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -                                 -                                 -                                     
5.2.05. Belanja Aset Tetap Lainnya -                                     

2.854.041.194,00      1.037.459.196,00      36,35 8.129.364.000,00         

36.509.759.008,00    31.261.661.811,00    85,63 38.010.235.082,00       

(36.509.759.008,00)  (31.261.661.811,00)  

Padang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19670928 199203 2 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SURPLUS/DEFISIT

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

JUMLAH BELANJA OPERASIONAL

JUMLAH BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

Kode 
Rekening

Uraian
Realisasi 2024

Realisasi 2023 Ket



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  LAPORAN OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

 
 



Kode 
Akun

U  R  A  I  A  N 2024 2023
KENAIKAN / 
PENURUNAN

%

KEGIATAN OPERASIONAL
8. PENDAPATAN

8.1. PEDAPATAN ASLI DAERAH
8.1.01. Pajak Daerah - LO
8.1.02. Retribusi Daerah - LO
8.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8.1.04. Lain-lain PAD yang Sah - LO

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN

9. BEBAN
9.1. BEBAN OPERASI

8.1.01. Beban Pegawai 8.455.524.168,00     6.862.069.330,00                   1.593.454.838,00 
8.1.02. Beban Barang dan Jasa 18.162.811.804,00   19.764.807.916,00               (1.601.996.112,00)
8.1.05. Beban Hibah 3.980.104.631,00     2.970.891.957,00                   1.009.212.674,00 
8.1.07. Beban Penyusutan dan Amortisasi 3.833.385.956,73     5.036.527.305,22                 (1.203.141.348,49)
8.1.08. Beban Penyisihan Piutang

JUMLAH BEBAN OPERASI     34.431.826.559,73     34.634.296.508,22                (202.469.948,49)
JUMLAH BEBAN     34.431.826.559,73     34.634.296.508,22                (202.469.948,49)

SURPLUS/DEFISIT LO   (34.431.826.559,73)   (34.634.296.508,22)                  202.469.948,49 

Padang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19670928 199203 2 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

(versi PerMendagri No. 64 Tahun 2013)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  NERACA 

 

 

 

 

 

 
 



2023
( Audited )

-                                      
Kas di Bendahara Pengeluaran -                                      
Kas di Bendahara Penerimaan -                                      
Kas di BLUD -                                      
Setara Kas -                                      

Piutang Pajak Daerah
Penyisihan Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Penyisihan Piutang Retribusi
Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan
Peny. Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Peny. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

1.891.621,00                  
61.924.161,00                68.821.675,00                
63.815.782,00                68.821.675,00                

Tanah 2.109.190.000,00           2.109.190.000,00           
Peralatan dan Mesin 33.033.658.604,87         32.136.811.778,87         
Gedung dan Bangunan 5.112.732.749,00           5.049.032.749,00           
Jalan, Irigasi dan Jaringan -                                  -                                  
Aset Tetap Lainnya 212.850.808,00              212.850.808,00              
Konstruksi dalam Pengerjaan 234.128.450,00              234.128.450,00              

Akm. Peny. Peralatan dan Mesin (25.123.846.554,25)        (21.868.678.191,39)        
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan (1.123.161.653,27)          (995.096.424,90)             
Akm. Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya

14.455.552.404,35         16.878.239.169,58         

Aset Tidak Berwujud 534.135.000,00              424.520.000,00              
Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud (534.135.000,00)             (424.520.000,00)             

Aset Tidak Bermanfaat 450.152.370,00              
Akm. Peny. Aset Tidak Bermanfaat (450.152.370,00)             
Aset Dalam Penelusuran
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
Akm. Peny. Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

-                                  -                                      
14.519.368.186,35         16.947.060.844,58         

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja 785.100.978,00              42.628.883,00                

Utang Belanja Pegawai 261.807.147,00              
Utang Belanja Barang dan Jasa 206.093.831,00              42.628.883,00                

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NERACA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
NERACA 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian 2024

Aset Tidak Berwujud

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas

Piutang Pendapatan

Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK



2023
( Audited )

Uraian 2024

ASETUtang Belanja Modal 317.200.000,00              -                                      
785.100.978,00              42.628.883,00                
785.100.978,00              42.628.883,00                

Ekuitas 16.904.431.957,08         15.234.257.808,70         
Surpus/Defisit LO (34.431.826.559,73)        (38.111.771.910,51)        
RK PPKD 31.261.661.811,00         36.555.021.487,00         

13.734.267.208,35         13.677.507.385,19         
14.519.368.186,35         13.720.136.268,19         

Padang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19670928 199203 2 002

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

 

 

 

 

 

 
 



Uraian TAHUN 2024 TAHUN 2023
Ekuitas Awal 16.904.431.961,58       13.677.507.385,19       
Surplus/Defisit LO (34.431.826.559,73)     (34.634.296.508,22)     
RK PPKD 31.261.661.811,00       37.861.221.082,00       
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
     Koreksi Nilai Persediaan -                                    -                                    
     Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap -                                    -                                    
     Lain-Lain (4,50)                             2,61                              
Ekuitas Akhir 13.734.267.208,35       16.904.431.961,58       

Padang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19670928 199203 2 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KOMUNIKSI INFORMATIKA DAN STATISTIK
( untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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1. 1  Informasi Umum 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat, dan mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Uraian tugas 

Diskominfotik ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2024 Diskominfotik didukung 

oleh 123 orang aparatur yang terdiri dari 49 orang PNS, 19 orang PPPK, 23 orang tenaga IT, 9 

orang tenaga ahli di Komisi Informasi (5 orang Komisioner dan 4 orang asisten ahli), dan 22 

orang pegawai outsourcing.  

Anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Diskominfotik 

pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 36.509.759.008,- yang dipergunakan untuk membiayai 5 

(lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan. 

1.2   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket 

perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 

akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan negara  harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. 

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, 

mengharuskan setiap pengelola keuangan negara  menyampaikan laporan pertanggung jawaban 

pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus 

disajikan  dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

BAB    I 

PENDAHULUAN 
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Seiring hal tersebut,  Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Provinsi Sumatera Barat disusun  dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas  

pelaksanaan  APBD TA 2024, sebagai  wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun  meliputi :  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2. Neraca,  

3. Laporan Operasional (LO) 

4. Catatan atas Laporan Keuangan. 

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 

ekonomi, sosial maupun politik dengan : 

 menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam  periode 

berjalan. 

 menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan 

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. 

 menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

 menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

 menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah 

berkaitan dengan sumber penerimaannya. 

 menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang 

dilakukan dalam satu periode pelaporan. 

Dalam  penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan 

Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  berpedoman kepada Peraturan Pemerintah 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk penerapannya 

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang sebagian telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
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Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya 

mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK-05/2011 tentang  Pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi 

dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu: 

 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 

berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 5 Tahun 2014. 

 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem 

Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 

31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014. 

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi  APBD TA 2024,  

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat   mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

1.3 Landasan Hukum  Penyusunan Laporan Keuangan  

Landasan hukum yang mendasari  penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah 

seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut : 

 Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan Keempat   Undang-Undang Dasar 1945; 

 Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979; 

 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara; 

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah;  

 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah;  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 

berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 5 Tahun 2014; 

 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem 

Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 

31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014. 

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan 

Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan  mencakup informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain  yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan. 

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA  2024  meliputi hal-hal berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 
1.1. Informasi Umum  
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan   
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 
 

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET  
KINERJA APBD  
2.1. Ekonomi Makro 
2.2. Kebijakan Keuangan   
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD   
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BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah  

ditetapkan . 
  
BAB IV.  KEBIJAKAN AKUNTANSI 

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah  
4.2. Basis Akuntansi yang  mendasari penyusunan Laporan Keuangan   
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan   
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah 
 

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

5.1.1. Pendapatan LRA 
5.1.2. Belanja. 

5.2. Penjelasan Neraca 
5.2.1. Aset 
5.2.2. Kewajiban 
5.2.3. Ekuitas Dana. 

5.3.  Penjelasan Laporan Operasional (LO) 
5.3.1. Pendapatan LO 
5.3.2. Beban 

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas. 
 

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN  

BAB VII. PENUTUP 
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AB II 

 

 

2.1  Ekonomi Makro 

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2024, serta 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 

Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.pada misi 2 yaitu yaitu  

Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional 

 TUJUAN DAN SASARAN 

1.  Tujuan 

a. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel 

b. Meningkatnya pelayanan publik yang prima tarnsparan, aspiratif dan partisipatif. 

c. Meningkatnya Pelaporan keuangan yang baik. 

d. Terdokumentasinya semua transaksi keuangan yang dilakukan selama tahun anggaran 
2024 

2.  Sasaran 

a. Meningkatnya peneyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas. 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

c. Meningkatnya ketertiban dalam pembukuan belanja barang dan Jasa serta Belanja 

Modal 

2.2 Kebijakan Keuangan 

Kebijakan keuangan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD 

Tahun Anggaran 2024 meliputi hal berikut  : 

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan 

Dinas Kominfo tidak mempunyai pendapatan yang dapat meningkatkan PAD.   

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan 

rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, 

efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-

masing program dan kegiatan. Garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah 

sebagai berikut: 

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran 

BAB   II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN                                          
PENCAPAIAN  TARGET KINERJA APBD 
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- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama 

kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat 

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Penyusunan APBD Tahun 2024, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, 

dimana  rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan 

dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang  dilaksanakan dalam satu tahun 

anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. 

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat 
Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : 

  
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

 
 A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 
 B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 
3.     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD 
 C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
  1.     Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

2.     Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
 D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
  1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
 E. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
  1. Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
3.     Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
4.     Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
5.     Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
6.     Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
  1. Pengadaan Mebel 

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
 G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
3.     Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
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Lainnya 
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi publik 
 A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 
  1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 
3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah  

Daerah 
5. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 
6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 
7. Pelayanan Informasi Publik 
8. Layanan Hubungan Media 
9. Kemitraaan dengan Pemangku Kepentingan 
10. Manajemen Komunikasi Krisis 
11. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 
12. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 
13. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 

3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 
 A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 
  1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

 B. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 
  1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Provinsi 
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 
4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 
5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah Daerah 
4. Program penyelenggaraan  Statistik Sektoral 
 A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi 

Data Statistik Sektoral 
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik 

daerah yang Terintegrasi 
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral 
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 
5. Pengembangan Infrastruktur 
6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 

5. Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi 
 A. Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 
  1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi 

Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis 

Elektronik dan Non Elektonik 
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 

 B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 
  1. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 
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3.1 Ikhtisar  Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
 

Dalam tahun anggaran 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera 

Barat mendapat alokasi belanja sebesar pada APBD Perubahan sebesar Rp. 36.509.759.008,00 

dengan realisasi sebesar Rp. 31.261.661.811,00 atau 85,63% dan realisasi Fisik sebesar 96,87% 

dengan rincian sebagai berikut : 

No Uraian Anggaran Rp. Realisasi Rp. % 

1 Belanja Pegawai 9.612.381.550,00 8.193.717.021,00 85,24 

2 Belanja Barang & Jasa 20.043.336.264,00 18.050.380.963,00 90,06 

3 Belanja Hibah 4.000.000.000,00 3.980.104.631,00 99,50 

4 Belanja Modal 2.854.041.194,00 1.037.459.196,00 38,35 
 Jumlah 36.509.759.008,00 31.261.661.811,00 85.63 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa : 

Untuk Belanja Pegawai, anggaran sebesar Rp. 9.612.381.550,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 

8.193.717.021,00 atau sebesar  85,24%. 

Untuk Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 20.043.336.264,00 telah 

direalisasikan sebesar Rp. 18.050.380.963,00 atau sebesar 90,06%. 

Untuk Belanja Hibah, dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,00 telah direalisasikan 

sebesar Rp. 3.980.104.631,00 atau sebesar 99,50%. 

Untuk Belanja Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 2.854.041.194,00 telah direalisasikan 

sebesar Rp. 1.037.459.196,00 atau sebesar 38,35%. 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam 

Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat 

diuraikan sbb : 

No. Uraian Anggaran Realisasi % Lebih/Kurang 

A Pendapatan - - - - 

1 Retribusi - - - - 

B Belanja 36.509.759.008,00 31.261.661.811,00 85,62 5.248.097.197,00 

I Belanja Operasi 33.655.717.814,00 30.224.202.615,00 89,80 3.431.515.199,00 

1 Belanja Pegawai 9.612.381.550,00 8.193.717.021,00 85,24 1.418.664.529,00 

2 Belanja Barang Jasa 20.043.336.264,00 18.050.380.963,00 90,05 1.992.955.301,00 

3 Belanja Hibah 4.000.000.000,00 3.980.104.631,00 99,50 19.895.369,00 

BAB III 
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II Belanja Modal 2.854.041.194,00 1.037.459.196,00 36,35 1.816.581.998,00 

1 Belanja Tanah - - -  

2 Belanja Peralatan Mesin 2.705.027.194,00 1.037.459.196,00 38,35 1.667.567.998,00 

3 Belanja Gedung & Bangunan 149.014.000,00 0,00 - 149.014.000,00 

4 
Belanja Jalan, Jaringan & 
Irigasi 

- - - - 

5 Belanja Aset Tetap Lainnya - - - - 

 (dalam satuan rupiah) 

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Memiliki 1 kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 15.516.423.406,00,- realisasi Rp. 
12.553.968.402,00 atau 80,91% 

 A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Memiliki 3 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 234.166.900,00 dengan realisasi Rp. 
147.751.010,00 atau 63,10% 

  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 132.404.000,00 realisasi Rp. 96.405.210,00 atau 72,81%. 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 
Anggaran setelah perubahan Rp. 32.641.200,00 realisasi Rp. 6.531.500,00 atau 20,01% 

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 69.121.700,00 realisasi Rp. 44.814.300,00 atau 64,83% 

 B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
Memiliki 3 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp 9.720.578.150,00 realisasi Rp. 
8.273.168.821,00 atau 85,11% 

  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Anggaran setelah perubahan Rp. 9.367.941.550,00 realisasi Rp. 7.949.337.021,00,- atau 
84,86% 

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 
Anggaran setelah perubahan Rp. 338.698.600,00 realisasi Rp. 311.753.500,00 atau 92,04% 

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
Anggaran setelah perubahan Rp. 13.938.000,00 realisasi Rp. 12.078.300,00 atau 86,66% 

 C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
Memiliki 2 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 205.390.485,00 realisasi Rp. 
137.899.388,00 atau 67,14% 

  1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 
Anggaran setelah perubahan Rp. 182.557.735,00 realisasi Rp. 123.344.219,00 atau 67,56% 

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 
Anggaran setelah perubahan Rp. 22.832.750,00 realisasi Rp. 14.555.169,00 atau 63,75% 

 D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
Memiliki 2 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 171.476.000,00 realisasi Rp. 
136.575.714,00 atau 79,65% 

  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 
Anggaran setelah perubahan Rp. 106.500.000,00  realisasi Rp. 102.810.000,00 atau 96,54% 

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 64.976.000,00  realisasi Rp. 33.765.714,00 atau 51,97% 
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 E. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Memiliki 6 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 2.308.132.632,00 realisasi 
Rp. 2.194.392.097,00 atau 95,07% 

  1. Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
Anggaran setelah perubahan Rp. 25.682.945,00 realisasi Rp. 18.747.000,00 atau 72,99% 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
Anggaran setelah perubahan Rp. 57.516.890,00 realisasi Rp. 25.200.000,00 atau 43,81% 

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Anggaran setelah perubahan Rp. 26.549.000,00 realisasi Rp. 25.311.000,00 atau 95,34% 

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 
Anggaran setelah perubahan Rp. 20.479.800,00 realisasi Rp. 15.610.000,00 atau 76,22% 

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
Anggaran setelah perubahan Rp. 22.860.000,00 realisasi Rp. 22.860.000,00 atau 100% 

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
Anggaran setelah perubahan Rp 2.155.043.997,00 realisasi Rp. 2.086.664.097,00 atau 96,83% 

 F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Memiliki 2 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 380.220.000,00 realisasi Rp. 
8.920.000,00 atau 2,35% 

  1 Pengadaan Mebel 
Anggaran setelah perubahan Rp. 83.745.400,00 realisasi Rp. 8.920.000,00 atau 10,65% 

2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Anggaran setelah perubahan Rp. 296.474.600,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0,00% 

 G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Memiliki 3 sub kegiatan dengan anggaran total setelah perubahan Rp. 1.791.145.411,00 realisasi 
Rp. 1.369.499.137,00 atau 76,46% 

  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Anggaran setelah perubahan Rp. 5.000.000,00 realisasi Rp. 4.950.000,00 atau 99,00% 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
Anggaran setelah perubahan Rp. 993.001.500,00 realisasi Rp. 635.091.143,00 atau 63,96% 

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Anggaran setelah perubahan Rp. 793.143.911,00 realisasi Rp. 729.457.994,00 atau 91,97% 

 H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Memiliki 4 sub kegiatan dengan anggaran total setelah perubahan Rp. 705.313.828,00 realisasi Rp. 
285.762.235,00 atau 40,52% 

  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 
Anggaran setelah perubahan Rp. 266.559.828,00 realisasi Rp. 178.464.135,00 atau 66,95% 

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Anggaran setelah perubahan Rp. 109.080.000,00 realisasi Rp. 84.158.100,00 atau 77,15% 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
Anggaran setelah perubahan Rp. 242.484.000,00 realisasi Rp. 23.140.000,00 atau 9,54% 

4.  Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 87.190.000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0,00% 

II. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi publik 
Memiliki 1 kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 10.256.452.080,00 realisasi Rp. 
8.794.408.689,00 atau 85,75% 

 A. Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi 
Memiliki 12 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 10.256.452.080,00 realisasi 
Rp. 8.794.408.689,00 atau 85,75% 

  1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
Anggaran setelah perubahan Rp. 14.994.400,00 realisasi Rp. 3.765.000,00 atau 25,11% 

2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 
Anggaran setelah perubahan Rp. 183.988.200,00 realisasi Rp. 151.503.000,00 atau 82,34% 

3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda 
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Anggaran setelah perubahan Rp.14.900.000,00 realisasi Rp. 1.155.000,00 atau 7,75% 
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

Anggaran setelah perubahan Rp. 739.215.300,00 realisasi Rp. 664.262.720,00 atau 89,86% 
5. Pengelolaan Media komunikasi Publik 

Anggaran setelah perubahan Rp. 6.852.522.622,00 realisasi Rp. 5.894.833.381,00 atau 86,02% 
6. Pelayanan Informasi Publik 

Anggaran setelah perubahan Rp. 171.000.000,00 realisasi Rp. 156.160.409,00 atau 91,32% 
7. Layanan Hubungan Media 

Anggaran setelah perubahan Rp. 87.588.200,00 realisasi Rp. 62.127.200,00 atau 70,96% 
8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 

Anggaran setelah perubahan Rp. 38.299.000,00 realisasi Rp. 36.984.000,00 atau 96,57% 
9. Manajemen Komunikasi Krisis 

Anggaran setelah perubahan Rp. 10.820.500,00 realisasi Rp. 1.925.000,00 atau 17,79% 
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

Anggaran setelah perubahan Rp. 25.757.000,00 realisasi Rp. 24.420.000,00 atau 94,81% 
11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 

Anggaran setelah perubahan Rp. 2.065.896.858,00 realisasi Rp. 1.750.432.979,00 atau 84,73% 
12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 

Anggaran setelah perubahan Rp. 51.500.000,00 realisasi Rp. 46.840.000,00 atau 90,95% 
 

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 
Memiliki 1 kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 10.033.896,00 realisasi Rp. 
9.296.046.755,00 atau 92,65% 

 A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di 
Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 
Memiliki 2 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 8.723.213.567,00 realisasi 
Rp. 8.318.118.101,00 atau 95,36% 

  1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 46977.500,00 realisasi Rp. 43.991.000,00 atau 93,64% 

2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 8.676.236.067,00 realisasi Rp. 8.274.127.101,00 atau 95,37% 

 B. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 
Memiliki 6 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 3.540.484.097,- realisasi Rp. 
3.145.576.777,- atau 88,85% 

  1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Provinsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 82..459.400,00 realisasi Rp. 68.871.037,00 atau 83,52% 

2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 
Anggaran setelah perubahan Rp. 42.007.730,00 realisasi Rp. 41.756.010,00 atau 99,40% 

3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 413.365.400,00 realisasi 170.589.250,00 atau 41,27% 

4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Anggaran setelah perubahan Rp. 729.570.731,00 realisasi Rp. 661.912.796,00 atau 90,73% 

5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0% 

6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pemerintah Daerah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 43.279.300,00 realisasi Rp. 34.799.561,00 atau 80,41% 

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 
Memiliki 1 kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 373.198.700,00 realisasi Rp. 
321.675.355,00 atau 86,19% 

 A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 
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Memiliki 6 sub kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan Rp. 373.198.700,00 realisasi Rp. 
321.675.355,00 atau 86,19% 

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 
Statistik Sektoral 
Anggaran setelah perubahan Rp. 93.200.000,00 realisasi Rp. 88.570.335,00 atau 95,03% 

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik 
daerah yang Terintegrasi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0% 

3. Membangun Metadata Statistik Sektoral 
Anggaran setelah perubahan Rp. 22.047.000,00 realisasi Rp. 22.047.000,00 atau 100% 

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 
Anggaran setelah perubahan Rp. 177.661.700,00 realisasi Rp. 152.068.905,00 atau 85,59% 

5. Pengembangan Infrastruktur 
Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00  atau 0% 

6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 
Anggaran setelah perubahan Rp. 80.290.000,00 realisasi Rp. 58.989.115,00 atau 73,47% 

V. Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi 
Memiliki 1 kegiatan dengan anggaran total setelah perubahan Rp. 329.788.694,00 realisasi Rp. 
295.562.610,00 atau 89,62% 

 A. Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 
Memiliki 4 sub kegiatan dengan anggaran total setelah perubahan Rp. 322.738.694,00 realisasi Rp. 
289.121.410,00 atau 89,58% 

  1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 50.500.000,00 realisasi Rp. 48.777.815,00 atau 96,59% 

2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi 
Pemerintah daerah Provinsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 71.938.694,00 realisasi Rp. 64.486.711,00 atau 89,64% 

3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik 
dan Non Elektonik 
Anggaran setelah perubahan Rp. 114.750.000,00 realisasi Rp. 113.030.884,00 atau 98,50% 

4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 85.550.000,00 realisasi Rp. 62.826.000,00 atau 73,44% 

 B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 
Memiliki 1 sub kegiatan dengan anggara total setelah perubahan Rp. 7.050.000,00 realisasi Rp. 
6.441.200,00 atau 91,36% 

  1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 
Anggaran setelah perubahan Rp. 7.050.000,00 realisasi Rp. 6.441.200,00 atau 91,36% 

 

a. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan 
Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika 
dan Statistik Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya 
dibawah 90% yaitu : 
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Dengan anggaran sebesar Rp. 234.166.900,- dan realisasi Rp. 147.751.010,- atau 63,10% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 132.404.000,- dan realisasi Rp. 96.405.210,- atau 72,81% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 
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3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 
Dengan anggaran sebesar Rp. 32.641.200,- dan realisasi Rp. 6.531.500,- atau 20,01% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 69.121.700,- dan realisasi Rp. 44.814.300,- atau 64,83% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Dengan anggaran sebesar Rp. 9.720.578.150,- dan realisasi Rp. 8.273.168.821,- atau 85,11% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Dengan anggaran sebesar Rp. 9.367.941.550,- dan realisasi Rp. 7.949.337.021,- atau 84,86% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD   
Dengan anggaran sebesar Rp. 13.938.000,- dan realisasi Rp. 12.078.300,- atau 86,66% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

8. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah  
Dengan anggaran sebesar Rp. 205.390.485,- dan realisasi Rp. 137.899.388,- atau 67,14% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini 

9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 
Dengan anggaran sebesar Rp. 182.557.735,- dan realisasi Rp. 123.344.219,- atau 67,56% 
rendahnya realisasi dikarenakan adanya Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini 

10. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 
Dengan anggaran sebesar Rp. 22.832.750,- dan realisasi Rp. 14.555.169,- atau 63,75% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 171.476.000,- dan realisasi Rp. 136.575.714,- atau 79,65% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Dengan anggaran sebesar Rp. 64.976.000,- dan realisasi Rp. 33.765.714,- atau 51,97% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
Dengan anggaran sebesar Rp. 25.682.945,- dan realisasi Rp. 18.747.000,- atau 72,99% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Dengan anggaran sebesar Rp. 57.516.890,- dan realisasi Rp. 25.200.000,- atau 43,81% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
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Dengan anggaran sebesar Rp. 20.479.800,- dan realisasi Rp. 15.610.000,- atau 76,22% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Dengan anggaran sebesar Rp. 380.220.000,- dan realisasi Rp. 8.920.000,- atau 2,35% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

17. Pengadaan Mebel 
Dengan anggaran sebesar Rp. 83.745.400,- dan realisasi Rp. 8.920.000,- atau 10,65% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor Pemerintahan Daerah 

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.791.145.411,- dan realisasi Rp. 1.369.499.137,- atau 76,46% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
Dengan anggaran sebesar Rp. 993.001.500,- dan realisasi Rp. 635.091.143,- atau 63,96%  
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 705.313.828,- dan realisasi Rp. 285.762.235,- atau 40,52%  
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini 

21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 
Dengan anggaran sebesar Rp. 266.559.828,- dan realisasi Rp. 178.464.135,- atau 66,95%  
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Dengan anggaran sebesar Rp. 109.080.000,- dan realisasi Rp. 84.158.100,- atau 77,15%  
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
        Dengan anggaran sebesar Rp. 242.484.000,- dan realisasi Rp. 23.140.000,- atau 9,54%  

rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 
24. Pengelolaan Informasi dan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 

Dengan anggaran sebesar Rp. 10.256.452.080,- dan realisasi Rp. 8.794.408.689,- atau 
85,75%  rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 
ini. 

25. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
Dengan anggaran sebesar Rp. 14.994.400,- dan realisasi Rp. 3.765.000,- atau 25,11% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

26. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 
Dengan anggaran sebesar Rp. 183.988.200,- dan realisasi Rp. 151.503.000,- atau 82,34% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

27. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah 
Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 14.900.000,- dan realisasi Rp. 1.155.000,- atau 7,75% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

28. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 
Dengan anggaran sebesar Rp. 739.215.300,- dan realisasi Rp. 664.262.720,- atau 89,86% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

29. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 
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Dengan anggaran sebesar Rp. 6.852.522.622,- dan realisasi Rp. 5.894.833.381,- atau 86,02% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

30. Layanan Hubungan Media 
Dengan anggaran sebesar Rp. 87.558.200,- dan realisasi Rp. 62.127.200,- atau 70,96% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

31. Manajemen Komunikasi Krisis 
Dengan anggaran sebesar Rp. 10.820.500,- dan realisasi Rp. 1.925.000,- atau 17,79% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

32. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.065.896.858,- dan realisasi Rp. 1.750.432.979,- atau 84,73% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

33. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.310.682.561,- dan realisasi Rp. 977.928.654,- atau 74,61% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

34. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Provinsi  
Dengan anggaran sebesar Rp. 82.459.400,- dan realisasi Rp. 68.871.037,- atau 83,52% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

35. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 413.365.400,- dan realisasi Rp. 170.589.250,- atau 41,27% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

36. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pemerintah Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 43.279.300,- dan realisasi Rp. 34.799.561,- atau 80,41% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

37. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 
Dengan anggaran sebesar Rp. 373.198.700,- dan realisasi Rp. 321.675.355,- atau 86,19% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

38. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  
Dengan anggaran sebesar Rp. 177.661.700,- dan realisasi Rp. 152.068.905,- atau 85,59% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

39. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 
Dengan anggaran sebesar Rp. 80.290.000,- dan realisasi Rp. 58.989.115,- atau 73,47% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

40. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 
Provinsi 
Dengan anggaran sebesar Rp. 322.738.694,- dan realisasi Rp. 289.121.410,- atau 89,58% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

41. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Dengan anggaran sebesar Rp. 71.938.694,- dan realisasi Rp. 64.486.711,- atau 89,64% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

42. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 
Dengan anggaran sebesar Rp. 85.550.000,- dan realisasi Rp. 62.826.000,- atau 73,44% 
rendahnya realisasi dikarenakan Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Tahun 2024 ini. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
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+ÅÂÉÊÁËÁÎ ÁËÕÎÔÁÎÓÉ ÍÅÌÉÐÕÔÉ ÄÁÓÁÒ ÐÅÎÇÁËÕÁÎȟ ÐÅÎÇÕËÕÒÁÎ ÄÁÎ ÐÅÌÁÐÏÒÁÎ ÁÔÁÓ ÁÓÅÔȟ 

ËÅ×ÁÊÉÂÁÎȟ ÅËÕÉÔÁÓȟ ÐÅÎÄÁÐÁÔÁÎȟ ÂÅÌÁÎÊÁ ÄÁÎ ÐÅÍÂÉÁÙÁÁÎ ÓÅÒÔÁ  ÐÅÎÙÁÊÉÁÎ ÌÁÐÏÒÁÎ ËÅÕÁÎÇÁÎȢ 

$ÁÌÁÍ ÐÅÎÙÕÓÕÎÁÎ ÌÁÐÏÒÁÎ ËÅÕÁÎÇÁÎ ÔÁÈÕÎ ςπςτȟ  $ÉÎÁÓ +ÏÍÕÎÉËÁÓÉ )ÎÆÏÒÍÁÔÉËÁ ÄÁÎ 

3ÔÁÔÉÓÔÉË 0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈ 0ÒÏÖÉÎÓÉ 3ÕÍÁÔÅÒÁ "ÁÒÁÔ ÍÅÎÇÁÃÕ ËÅÐÁÄÁ ËÅÔÅÎÔÕÁÎ ÕÍÕÍ ÔÅÎÔÁÎÇ 

ÐÅÎÙÁÊÉÁÎ ,ÁÐÏÒÁÎ +ÅÕÁÎÇÁÎ ÉÎÓÔÁÎÓÉ ÐÅÍÅÒÉÎÔÁÈ ÙÁÎÇ ÔÅÒÔÕÁÎÇ ÄÁÌÁÍ 0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 

0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈ .ÏÍÏÒ χρ 4ÁÈÕÎ ςπρπ ÔÅÎÔÁÎÇ 3ÔÁÎÄÁÒ !ËÕÎÔÁÎÓÉ 0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈÁÎȟ ÓÅÒÔÁ 

0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 'ÕÂÅÒÎÕÒ .ÏÍÏÒ υ 4ÁÈÕÎ ςπρτ ÔÅÎÔÁÎÇ 0ÅÎÙÕÓÕÔÁÎ "ÁÒÁÎÇ -ÉÌÉË $ÁÅÒÁÈ ÂÅÒÕÐÁ 

!ÓÅÔ 4ÅÔÁÐ ÓÅÂÁÇÁÉÍÁÎÁ ÔÅÌÁÈ ÄÉÕÂÁÈ ÄÅÎÇÁÎ 0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 'ÕÂÅÒÎÕÒ 3ÕÍÁÔÅÒÁ "ÁÒÁÔ .ÏÍÏÒ 

ψρ 4ÁÈÕÎ ςπρυ ÔÁÎÇÇÁÌ σρ $ÅÓÅÍÂÅÒ ςπρυ ÔÅÎÔÁÎÇ 0ÅÒÕÂÁÈÁÎ ÁÔÁÓ 0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 'ÕÂÅÒÎÕÒ 

.ÏÍÏÒ υ 4ÁÈÕÎ ςπρτ ÄÁÎ 0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 'ÕÂÅÒÎÕÒ .ÏÍÏÒ τσ 4ÁÈÕÎ ςπρτ ÔÅÎÔÁÎÇ +ÅÂÉÊÁËÁÎ 

!ËÕÎÔÁÎÓÉȟ 3ÉÓÔÅÍ !ËÕÎÔÁÎÓÉ ÄÁÎ "ÁÇÁÎ !ËÕÎ 3ÔÁÎÄÁÒ 0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈ 0ÒÏÖÉÎÓÉ 3ÕÍÁÔÅÒÁ "ÁÒÁÔ 

ÓÅÂÁÇÁÉÍÁÎÁ ÔÅÌÁÈ ÄÉÕÂÁÈ ÄÅÎÇÁÎ 0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 'ÕÂÅÒÎÕÒ 3ÕÍÁÔÅÒÁ "ÁÒÁÔ .ÏÍÏÒ ψς 4ÁÈÕÎ 

ςπρυ ÔÁÎÇÇÁÌ σρ $ÅÓÅÍÂÅÒ ςπρυ ÔÅÎÔÁÎÇ 0ÅÒÕÂÁÈÁÎ ÁÔÁÓ 0ÅÒÁÔÕÒÁÎ 'ÕÂÅÒÎÕÒ .ÏÍÏÒ τσ 

4ÁÈÕÎ ςπρτȢ     

�v�ä�s�ä�����•�–�‹�–�ƒ�•�����•�—�•�–�ƒ�•�•�‹���†�ƒ�•�����•�–�‹�–�ƒ�•�����‡�Ž�ƒ�’�‘�”�ƒ�•�����‡�—�ƒ�•�‰�ƒ�•�����ƒ�‡�”�ƒ�Š 

3ÁÔÕÁÎ +ÅÒÊÁ  ÙÁÎÇ ÍÅÌÁËÓÁÎÁËÁÎ ÆÕÎÇÓÉ ÐÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ ËÅÕÁÎÇÁÎ ÄÁÅÒÁÈ ÄÁÌÁÍ ÔÁÈÕÎ 

ÁÎÇÇÁÒÁÎ ςπςσ ÁÄÁÌÁÈ "ÁÄÁÎ 0ÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ +ÅÕÁÎÇÁÎ ÄÁÎ !ÓÅÔ $ÁÅÒÁÈȢ 3ÅÓÕÁÉ ÄÅÎÇÁÎ ÆÕÎÇÓÉ 

ÔÅÒÓÅÂÕÔȟ ÕÎÉÔ ËÅÒÊÁ ÉÎÉ ÂÅÒÐÅÒÁÎ ÓÅÂÁÇÁÉ ÅÎÔÉÔÁÓ ÐÅÌÁÐÏÒÁÎȟ ÓÅÈÉÎÇÇÁ ÂÅÒËÅ×ÁÊÉÂÁÎ 

ÍÅÎÙÕÓÕÎ ÄÁÎ ÍÅÎÙÁÍÐÁÉËÁÎ ,ÁÐÏÒÁÎ +ÅÕÁÎÇÁÎ 0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈ  0ÒÏÖÉÎÓÉ 3ÕÍÁÔÅÒÁ "ÁÒÁÔȢ 

3ÅÓÕÁÉ ËÅÔÅÎÔÕÁÎ ÙÁÎÇ ÂÅÒÌÁËÕȟ  3ÁÔÕÁÎ +ÅÒÊÁ 0ÅÒÁÎÇËÁÔ $ÁÅÒÁÈ ɉ3+0$Ɋ ÙÁÎÇ ÍÅÒÕÐÁËÁÎ 

ÐÅÎÇÇÕÎÁ ÁÎÇÇÁÒÁÎ Ⱦ ÂÁÒÁÎÇ  ÂÅÒËÅ×ÁÊÉÂÁÎ ÍÅÎÙÅÌÅÎÇÇÁÒÁËÁÎ ÐÅÎÁÔÁÕÓÁÈÁÁÎ ÄÁÎ 

ÁËÕÎÔÁÎÓÉ ÁÔÁÓ ÐÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ ÁÎÇÇÁÒÁÎ   ÄÅÎÇÁÎ ÍÅÎÙÕÓÕÎ ÄÁÎ ÍÅÎÙÁÍÐÁÉËÁÎ ,ÁÐÏÒÁÎ 

+ÅÕÁÎÇÁÎ ÂÅÒÕÐÁ ,ÁÐÏÒÁÎ 2ÅÁÌÉÓÁÓÉ !ÎÇÇÁÒÁÎ ,ÁÐÏÒÁÎ /ÐÅÒÁÓÉÏÎÁÌȟ .ÅÒÁÃÁȟ ,ÁÐÏÒÁÎ 

0ÅÒÕÂÁÈÁÎ %ËÕÉÔÁÓ ÄÁÎ ÄÉÓÅÒÔÁÉ ÄÅÎÇÁÎ #ÁÔÁÔÁÎ ÁÔÁÓ ,ÁÐÏÒÁÎ +ÅÕÁÎÇÁÎȢ 

�v�ä�t�ä�����ƒ�•�‹�•�����•�—�•�–�ƒ�•�•�‹���›�ƒ�•�‰�����‡�•�†�ƒ�•�ƒ�”�‹�����‡�•�›�—�•�—�•�ƒ�•�����ƒ�’�‘�”�ƒ�•�����‡�—�ƒ�•�‰�ƒ�• 

"ÁÓÉÓ ÁËÕÎÔÁÎÓÉ ÙÁÎÇ ÄÉÇÕÎÁËÁÎ ÄÁÌÁÍ ÌÁÐÏÒÁÎ ËÅÕÁÎÇÁÎ ÐÅÍÅÒÉÎÔÁÈ ÄÁÅÒÁÈ ÙÁÉÔÕ ÂÁÓÉÓ 

ÁËÒÕÁÌȢ .ÁÍÕÎȟ ÄÁÌÁÍ ÈÁÌ ÁÎÇÇÁÒÁÎ ÄÉÓÕÓÕÎ ÄÁÎ ÄÉÌÁËÓÁÎÁËÁÎ ÂÅÒÄÁÓÁÒ ÂÁÓÉÓ ËÁÓȟ ÍÁËÁ 

,2! ÄÉÓÕÓÕÎ ÂÅÒÄÁÓÁÒËÁÎ ÂÁÓÉÓ ËÁÓȢ 

!ÓÅÔ ÍÅÒÕÐÁËÁÎ ÓÕÍÂÅÒ ÄÁÙÁ ÅËÏÎÏÍÉ ÙÁÎÇ ÄÉËÕÁÓÁÉ ÄÁÎȾÁÔÁÕ ÄÉÍÉÌÉËÉ ÏÌÅÈ ÐÅÍÅÒÉÎÔÁÈ 

ÓÅÂÁÇÁÉ ÁËÉÂÁÔ ÄÁÒÉ ÐÅÒÉÓÔÉ×Á ÍÁÓÁ ÌÁÌÕ ÄÁÎ ÄÁÒÉ ÍÁÎÁ ÍÁÎÆÁÁÔ ÅËÏÎÏÍÉ ÄÁÎȾÁÔÁÕ ÓÏÓÉÁÌ 

ÄÉÍÁÓÁ ÄÅÐÁÎ ÄÉÈÁÒÁÐËÁÎ ÄÁÐÁÔ ÄÉÐÅÒÏÌÅÈȟ ÂÁÉË ÏÌÅÈ ÐÅÍÅÒÉÎÔÁÈ ÍÁÕÐÕÎ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔȟ 

BAB IV 
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